LAMPIRAN PASAL9
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 32 TAHUN 2021

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026

PENDEAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah
dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan
capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima
tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani
RPJMD sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten
Rembang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten
Rembang Nomor 2 Tahun 2021, yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Lasem
Kabupaten Rembang. Dokumen RENSTRA Kecamatan Lasem ini merupakan penjabaran
operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Kecamatan Lasem
Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan

hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
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Selanjutnya Renstra Kecamatan Lasem tersebut digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Lasem dalam kurun waktu 5 tahun.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun

2021 - 2026 ini adalah sebagai berikut :

1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)

3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4868)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan
Pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan langka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk

Penyelenggaraan Pelayanan Publik
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Th 2018 tentang tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 - 2025.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026.

23. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang.

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 — 5889 tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

25. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan
maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026, guna mewujudkan visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.
1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Lasem Tahun 2021 — 2026 adalah:

1.  Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 — 2026.
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2. Menjadi payung hukum terhadap Rencana Kerja Kecamatan Lasem yang secara
operasional memuat program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan penunjang

Pemerintahan oleh Kecamatan Lasem selama kurun waktu Tahun 2021 - 2026.

3.  Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Lasem dalam upaya meningkatkan kinerja
perangkat daerah dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan tingkat

kecamatan, desa dalam pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Lasem Tahun 2021 — 2026 adalah:

1.  Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan
Lasem sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

2.  Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas disertai dengan
indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama
periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi
Kecamatan Lasem.

3.  Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Lasem
Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tahun

2021 - 2026 sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Lasem

BAB Il GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Lasem

2.2 Sumber Daya Kecamatan Lasem

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lasem

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lasem

BAB Ill PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lasem
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran langka Menengah Kecamatan Lasem

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Lasem

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif Kecamatan Lasem

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIIl PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi
setiap jajaran Kecamatan Lasem serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan

(stake holders).
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GAMBARAN PELAYA?\II::\I"KECAMATAN LASEM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang
camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui
sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan
dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan
urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban
mengkoorkinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di
Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.
Disamping itu Camat menjalankan fungsi :
Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

O dn o i

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan vyang dilakukan oleh
Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan Fungsi Sekretariatan; dan pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail
dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Uraian Tugas
Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :
Camat
a. Tugas Pokok :
Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta
melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
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b. Fungsi:
1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan

bupati;

0

Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;

6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
perangkat daerah di tingkat kecamatan;

7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;

9. Pelaksanaan Fungsi Sekretariatan;

10. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretaris Kecamatan
a. Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoodinasian, pemantauan,

evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan,

kerumahtanggaan,  kerjasama,  kearsipan, dokumen, keorganisasian  dan
ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan
kecamatan.

b. Fungsi:

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;

2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan
kecamatan;

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;

4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di

lingkungan kecamatan;

u

. Pengkoordinasian dan penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;

6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan
pengelolaan informasi dan dokumentasi;

7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan

pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;

8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
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9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok :

1. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan
keuangan di lingkungan Kecamatan;

2. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di
lingkungan Kecamatan;

3. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan
keuangan di lingkungan Kecamatan;

4. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan
keuangan di lingkungan Kecamatan;

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

1. penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan,
keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan,
kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di
lingkungan Kecamatan;

2. pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan
ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian,
barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;

3. pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan,
keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan,
kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di
lingkungan Kecamatan;

4. evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan,
keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan,
kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di
lingkungan Kecamatan;

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
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1. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan
perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;

H ey N

peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah

Kecamatan;

6. pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

7. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan
pihak swasta;

8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan
perizinan non usaha;

9. pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;

10.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan

lain yang dilimpahkan;

11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasasn Pemerintahan Desa
Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;

Loy Bol M & I o e kg e

fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

10.fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

11.fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak
ketiga;

12 .fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa
serta penetapan dan penegasan batas desa;

13.koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

14 koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah
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kecamatan;

15.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di Desa/Kelurahan;

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayan masyarakat yang dilakukan oleh
pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

3. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

4. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di

Desa/Kelurahan;

fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;

peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;

fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;

fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

Lo par L o I

fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
10.pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerja Kecamatan kepada Bupati;

11.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

2. sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;

3. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

4. koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

5. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan
pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhineka Tunggal |ka serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

6. fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan
kebangsaan dan ketahanan nasional;

7. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

8. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan
lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
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9. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
11. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;

12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

11. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas pokok: melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

berdasarkan Peraturan Perundangundangan.

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kragan

Peraturan DaerahNo. 6 Tahun 2021

CAMAT
y
SEKRETARIAT
Subbagian Program Subbagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian
v v v v
Seksi Seksi Seksi Pembinaan dan Seksi Ketentraman
Pemerintahan Pemberdayaan Pengawasan dan Ketertiban
dan Pelayanan Masyarakat Pemerintahan Desa Umum
r y Jr
Pelaksana Pelaksana Pélaksana BalAkEERS

2.2 Sumber Daya Kecamatan Lasem
2.2.1 Kondisi Kepegawaian
2.2.1.1 Kondisi Kepegawaian tahun 2020

Jumlah Pegawai Kecamatan Lasem per 31 Desember Tahun 2020 sebanyak
25 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun
2020 adalah sebagai berikut:
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Tabel. 2.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Lasem
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

ASN Non ASN
. . i i Persentase i i Persentase
No Jenis Kelamin Jumlah e terhadap Jumlah St terhadap
- terhadap ASN terhadap Non
(Pegawai) %) Seluruh (Pegawai) ASN (% Seluruh
(%] Pegawai (%) ) Pegawai (%)
1 Laki-Laki 16 64 51,61 2 33,33 6,45
2 Perempuan 9 36 29,03 4 66,67 12,9
lumlah 25 100 80,64 5 100 19,35
Jumlah Seluruh Pegawai .
31P
{ASN & Non ASN) st

Sumber: Kecamotan Lasem, Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.1 diperaleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas &
fungsi Kecamatan Lasem tahun 2020 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 31 pegawai
terdiri dari 25 orang ASN (80,64%) dari total pegawai dan 6 orang non ASN (19,35%) dari
seluruh jumlah pegawai Kecamatan Lasem. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar
pegawai Kecamatan Lasem adalah Laki-laki dengan jumlah 18 orang (58,06%) dari total
seluruh pegawai yang terdiri dari 25 orang ASN dan 6 orang Non ASN.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Kecamatan Lasem
berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2020
ASN Non ASN
idi Persentase Ressentase Persentase Perseniase
No | Jenjang Pendidikan Jumiah terhadap lumlah terhadap
= terhadap ASN terhadap Non
(Pegawai) (%) Seluruh (Pegawai) (%) Seluruh
Pegawai (%) Pegawai (%)
Perguruan Tinggi
1 52 1 4 3,225
2 51 8 32 25,8 2 33,33 6,45
3 D3 1 4 3,225
Bukan Perguruan Tinggi
4 SMA 13 52 41,935 4 66,67 129
5 SMP 1 4 3,225
6 sD 1 4 3,225
Jumlah 25 100 80,635 100 19,35
Jumlah Seluruh Pegawai
[ASN & Non ASN) 31 Pegawai

Sumber: Kecamatan Lasem, Desember 2020

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2020
diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SD sejumlah 1 orang
(3,225%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sejumlah 1 orang
( 3,225%) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah adalah
SMA sejumlah 4 orang (12,9 %) dari jumlah pegawai ASN dan non ASN tingkat Pendidikan
tertinggi S1 sejumlah 2 orang (6,45%) dari jumlah pegawai ASN dan non ASN. Sebagian besar
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pegawai berpendidikan SMA) yaitu berjumlah 17 orang terdiri dari 13 orang ASN dan 4 arang
non ASN atau 54,84% dari seluruh jumlah pegawai.
2.2.1.2 Kondisi Kepegawaian tahun 2021
Jumlah Pegawai Kecamatan Lasem per 31 Juli Tahun 2021 sebanyak 29 orang. Keadaan

pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2021 adalah sebagai

berikut:
Tabel. 2.3
Komposisi Pegawai Kecamatan Lasem
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021
ASN Non ASN
i lami Persentase Fotsentase Persentase Fetsentase
No lenis Kelamin
lumlah‘ terhadap ASN terhadap Jumiah terhadap Non terhadap
(Pegawai) %) Seluruh (Pegawai) e Seluruh
(%l Pegawai (%) (%) Pegawai (%)
1 Laki-Laki 14 60,87 48,28 2 33,33 5,90
2 Perempuan 9 39,13 31,03 4 66,67 13,79
lumlah 23 100 79,31 -] 100 20,69
Jumlah Seluruh Pegawai :
{ASN & Non ASN) e

Sumber: Kecamotan Lasem, Juli 2020

Berdasarkan tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas &
fungsi Kecamatan Lasem tahun 2021 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 29 pegawai
terdiri dari 23 orang ASN 79,31.% dari total pegawai) dan 6 orang non ASN (20,29 %) dari
seluruh jumlah pegawai Kecamatan Lasem. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar
pegawai Kecamatan Lasem adalah laki-laki dengan jumlah 16 orang (55,18%) dari total

seluruh pegawai yang terdiri dari ASN dan Non ASN.

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Kecamatan Lasem
berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2021
ASN Non ASN
Persentase Persentase
No | Jenjang Pendidikan Jumiah e terhadap lumlah e terhadap
- terhadap ASN : terhadap Non
(Pegawai) Seluruh (Pegawai) o Seluruh
(%) Pegawai (%) il Pegawai (%)
Perguruan Tinggi

1 52 1 4,35 3,44 - -

2 51 6 26,08 20,69 2 33,33 6,90

3 D3 i 4,35 3,44

Bukan Perguruan Tinggi

4 SMA 13 56,52 44,83 4 66,67 13,79

5 SMP 1 4,35 3,44

[ ) 1 4,35 3,44

Jumlah 25 100 79,28 6 100 20,69
Jumlah Seluruh Pegawai "
[ASN & Non ASN) 2 Begawl
Sumber: Kecamaotan Lasem, Juli 2021
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Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2021
diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SD sejumlah 1 orang (3,44%)
dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sejumlah 1 arang ( 3,44%)
dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SMA sejumlah 4
orang (13,79%) dari jumlah pegawai ASN dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S1 sejumlah 2
orang (6,90%) sebagian besar pegawai berpendidikan SLTA (SMA) yaitu berjumlah 17 orang
terdiri dari 13 orang ASN dan 4 orang non ASN atau 58,62 % dari seluruh jumlah pegawai.

2.2.1.3 Kondisi pegawai Kecamatan Lasem berdasarkan posisi jabatan dan Golongan

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Lasem Berdasarkan Jabatan dan Golongan

Tahun 2020 dan 2021

No Golongan / Ruang feE Eselon =
th. 2020 th. 2021 th. 2020 th. 2021
1 Golongan IV 2 2 1]
Iv/c - -
\7] 1 - fa 1
IV/fa 1 2 /b 1 1
2 Golongan Il 11 9 v
mn/d 7 5 v/a 4 4
/e 1 1 Iv/b 2 2
/b 2 2
/a 1 1
3 | Golonganll 12 12
1/d 2 2
/e 5 6
Ii/b 3 3
IVE] 2 1
Jumlah
Jumlah ST:.lsr:I; Pegawai 25 33 s 2

Sumber: Kecamatan Lasem, des 2020 & Juli 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.5 diatas jumlah pegawai Kecamatan Lasem berdasarkan pangkat
dan golongan dari total keseluruhan pegawai, di tahun 2020 Jumlah Pangkat Penata tingkat | ,
golongan ruang ( Il/d) menduduki ranking tertinggi berjumlah 7 orang atau 28% dari seluruh
jumlah pegawai, sedangkan di tahun 2021 Jumlah ASN dengan Pangkat Pengatur Golongan Ruang
(11/c) menduduki ranking tertinggi dengan jumlah 6 orang ASN ( 26,09%)

Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana
Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja
Kecamatan Lasem memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasaranz sebagai

pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.6

Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Lasem

Kondisi Barang

No Nama Barang / Jenis Barang Jumlah Barang Balk RiSakBert Keterangan
o 2 3 4 5 6
1 Portable generating set 2 unit 2
2 Mobil 2 buah 1
3 Pompa 1 buah 1
4 Mesin ketik Portable 1 buah 1
5 Mesin ketik standar 1 buah 1
6 Mesin hitung manual 1 buah 1
7 Filling Besi/Metal 1 buah 1
8 Filling Kayu 1 buah 1
9 Kardek besi/Metal 1 buah 1
10 | Lemari kayu 1 buah 1
11 | Papan visuil kayu plastik-besi 1 buah 1
12 | Papan visual 1 buah 1
13 | Papan pengumuman 2 buah 2
14 | Papan absen kayu | buah 1
15 | Lemari kayu 9 buah 9
16 | Kursi besi/metal 14 buah 14
17 | Tempat tidur kayu 3 buah 3
18 | Meja Rapat 21 buah 21
19 | Meja Tulis 31 buah 31
20 | Kursi Rapat plastik 315 buah 315 -
21 Kursi Tamu 2 set 2
22 | Meja Komputer 1 buah 1
23 | Daun Pintu Aluminium 1 buah 1
24 | Mesin Potong Rumput 1 buah 1
25 | LemariEs 1 buah 1
26 | AC Split 8 buah 6
27 | Kompor Gas 1 buah 1
28 | Kipas Angin 5 buah 10
29 | Radio 1 buah 1
30 | Televisi 3 buah 4
31 | Sound system 2 buah 2
32 | Lambang Garuda Pancasila 1 buah 1
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No Nama Barang / Jenis Barang Jumlah Barang Balkl(nndisl L Rl.lsaT( Berat Keterangan
1 2 3 4 5 6
33 Gambar Presiden/wakil Presiden 2 buah 2

34 | Tiang Bendera 1 buah 1

35 | Dispenser 1 buah 1

36 | Alat Rumah Tangga Lain 1 buah 1 -
37 | P.CUnit 2 buah 1

38 | Laptop 12 buah 11 1
39 | Note Baok 1 buah 1

40 | Printer 8 buah 7 1
41 | Meja Pejabat Eselon IV & buah 1 -
42 | Meja Kerja Pejabat Lain 2 buah 1

43 | Kursi Pejabat Eselon IV 6 buah 1

44 | Kursi Kerja Pejabat Lain 2 buah 1

45 | Lensa Kamera 1 buah 1

46 | Pesawat Telpon 1 buah 1

47 | Antena SHF/Parabola 2 buah 1

48 | Kursi Kerja Pejabat 8 buah 1

49 | Sepeda Motor 14 buah 1

50 | Peta(map) 1 buah 1

51 | Bangunan kantpr 1 buah 1 -
52 | Bangunan rumah dinas 1 buah 1

53 | Meja podium 1 buah 1

54 | Lemarikaca 1 buah 1

55 | Rak kayu 1 buah 1

56 | Meja recepsionis 1 buah 1

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lasem

a. Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Lasem

Dalam upaya peningkatakan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Kabupaten
Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah
penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap
terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang,
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yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melaui perbup
tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat dalam untuk
melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat melaui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam
skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan good gavernance.
Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah
ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepatdan murah
bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melaui optimalisasi potensi
sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang
diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator tujuan , indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan
yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan
yang telah dan akan dicapai berdasarka Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah
disusun untuk merelaisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya
bidang pelayanan di Kecamatan Lasem.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah
Kecamatan Lasem menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
langsung kepada masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada
standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara

pelayanan maupun penerima pelayanan.

b. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lasem

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lasem

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi
selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi
selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke
depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahui rencana apa yang akan
dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja
Kecamatan Lasem berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama

sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut,
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indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana
pencapaian kinerja utama secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator
makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021 - 2026 yang dilaksanakan oleh
Kecamatan Lasem menggunakan analisis dari outcome yang berhasil dicapai dalam setiap
tahunnya, dengan mengacu pada LKJIP Kecamatan Lasem tahun 2020 Sebagaimana
terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lasem Tahun 2016 - 2019

. Target Realisasi % Tingkat capaian pada tahun ke-
. | Indikator
Sasaran Strategi i Satuan
Kinerja 2016| 2017 2018 | 2019 |2016(2017| 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 2019
renmg:atkan % Desa
Ine”.a an maju & % na 5 10 15 a 1] 10 10 o 0 100 66,67
kapasitas 4
i mandiri
pemerintah Desa
Desa Na 1z 2 3 ] 1] x 2 1] L] 100 66,67
Meningkatkan % Desa
Pemberdayazn dengan % 5 10 15 20 10 15 20 25 200 150 133,33 125
Masyarakat Desa | nilai
swadaya
Masyara
kal.lehlh Desa 1 2 3 4 2 3. 4 5 200 150 133,33 125
dari Rp.5
it
Tabel 2.8

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lasem Tahun 2020 - 2021

Target | Realisasi | Target Realisasi | % Tingkat capaian pada tahun ke-
Z Indikator

Sasaran Strategis e Satuan

Kinerja 2020 2020 2021 2021 2020 2021

1 2 3 4 5 6 8 9

Meningkatkan
kualitas IKM
pelayanan Kecamatan Angka 72 81,84 21,9 85,25 113,67 104,09
pemerintahan Lasem
Kecamatan Lasem

2.  Capaian Indikator Kinerja Program
Pencapaian kinerja indikator program Kecamatan Lasem tahun 2021-2026 yang tercermin

dalam pelaksanaan program, dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:
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Tabel 2.9

Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Lasem Tahun 2016-2019

) . Target Renstra OPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Tingkat Capaian pada Tahun ke-
NO Program Indikator Kinerja Satuan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 2017 | 2018 | 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program Pelayanan % pemenuhan layanan
1 Administrasi Perkantoran administrasi % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
perkantoran
Program Peningkatan Sarana X sAning prasarana
2 g 8 aparatur dalam kondisi % 60 65 70 75 60 65 70 75 100 100 100 100
Prasarana Aparatur
baik
Program Peningkatan Eﬁep:nfi::::nan
3 | Kapasitas Sumber Daya epeg yang % 75 g0 | 85 90 75 80 | s 90 | 100 | 100 | 100 | 100
P dilaksanakan tepat
p v waktu
Program Peningkatan i
4 | Peningkatan Disiplin m::thjd'ra” RN lepat | o 70 75 77 85 70 75 77 85 | 100 | 100 | 100 | 100
Aparatur
Program peningkatan % pel.apc_;ran.capalan
engembangan sistem kineriaKirers duy
) EET Sl keuangan yang % 75 80 85 90 75 80 85 90 100 | 100 | 100 | 100
pelaporan capaian kinerja j
dilaksanakan tepat
dan keuangan
waktu
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Tabel 2.10
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan LasemTahun 2020 - 2021

. Capaian pada akhir
- - Target Realisasi
NO Program Indikator Kinerja Satuan Renstra
Th. 2020 Th. 2021 Th. 2020 Th. 2021 Th. 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Persentase ketercapaian 90 90 100
pelayanan umum 90 90 100
Program Manajemen - Persentase Ketercukupan sarana
1 Administrasi Pelayanan Umum, dan Prasarana Aparatur % 90 90 100
Kepegawaian dan Keuangan - Persentase Pemenuhan
Perangkat Daerah Pelayanan Kepagawaian 90 90 100
- Persentase Pemenuhan
Pelayanan Keuangan
Program Perencanaan dan Persentase keselarasan perencanaan
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat terhadap Capaian Kinerja Perangkat % 65 65 100
Daerah Daerah
% 90 90 100
3 Program Peningkatan Persentase informasi yang disampaikan
Keterbukaan Informasi Publik ke publik
- Tingkat Kinerja Seksi 6 6 [
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Program Peningkatan Kinerja - Tingkat Kinerja Seksi 6 6 6
4 Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa nilai
Pembinaan Kemasyarakatan dan - Tingkat Kinerja Seksi ! 6 6 6
Ketentraman Masyarakat Kesejahteraan Rakyat 6 6 6
- Tingkat Kinerja Seksi
Ketentraman dan Ketertiban
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3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 2.11

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Lasem Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019

: i ; .| Target | TargetRenstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
NO Kot Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Indikator
oPD Lainnya 2016 | 2017 2018 | 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1| Penyediaan jasa surat Tersedianya kebutuhan benda s 1 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100%
menyurat benda post
Penyediaan Jasa Telekomunikasi Terpenuhinya kebutuhan jasa
3 12 12 B68% 74% 100% 80,13%
2 | Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik bln 12 12 12 12 12 12
3 | Penyediaan JasaPeralatan Terpenuhinya Jasa Peralatan dan bin 12 12 12 12 12 12 12 12 85% 100% 100% 74,67%
dan Perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor
4 P di | T di ] Administrasi
Srpetinan e S e ase nAmInatRS bln 2| 1| n 2 12 12 12 12 100% 100% 100% 100%
Administrasi Keuangan Keuangan
3 ::::::j'aa"'asa kabierhan Tersedianya honor tenaga kebersihan  |bln 12 12 12 - 12 12 12 - 99% 99% 99% 99,165
G | “Tersedianya Alat Tulis kantor Tersedianya Alat Tulis kantor bin 12 12 12 - 12 12 12 3 91% 99% 99% 89,60%
7 P di B Cetakand T di B. Cetakan d
enyediaan Barang Cetakan dan ersedianya Barang Cetakan dan bin 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100%
penggandaan penggandaan
& ?e:yled!j:nkomponen Tersedianya komponen
instalasi/Penerangan ; ]
g Eariton instalasi/Penerangan Bangunan bin 12 12 12 12 12 12 13 12 83% 100% 100% 100%
Kantor
9 | Penyediaan Peralatandan Tersenihin Heceniica il 12 12 12 12 12 12 12 12
Perlengkapan Kantor p Ve 100% 100% 100% 100%
1 :::;::ilaan PeralanRimah Tersedianya peralatan rumah tangga bin 12 12 12 2 12 12 12 L 95% 100% 100% 100%
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Penyediaan bahan bacaan dan

11| peraturan perundang undangan Penyediaan bahan bacaan dan 12 12 6% 945 100% 100%
peraturan perundang- undangan bin 12 12 12 12 12 12
12 Pgnyedlaan makanan dan Tersedianya makanan dan minuman bin 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%
minuman dalam rapat
13 | Penyediaan Jasa Administrasi
kantor/kebersihan Tersedianya jasa administrasi 12 12
kantor/kebersihan bin 12| 12| 12 12| 12| 12 1% IO R AT
14 | Rapat Rapat Koordinasi dan
i Terlaksananyarapat-rapat
konsultasi dalam daerah e _
koordinasi dan konsultasi dalam bin ; ; ; 12 } ; 12 - - - 99,19%
daerah
Rapat Rapat Koordinasi dan
i Terlaksananya rapat-rapat
13 Ronsultesl calam daersh koordinasi dan konsultasi dalam 12 12 99% 100% 100% 85%
' bin 12 12 12 12 12 12
daerah
15 Penyediaan jasa sewa rumah Terlaksananya sewa rumah 50%
gedung/gudang/parker/lahan gedung/gudang/parker/lahan bin 12 = = 2 12 = :
PengadaanPerlengkapan ; _
16 RumahJabatan/Dinas Pembelian mebeliur dan tabung gas sat 2 . . ) A 100% A . B
17 Pengad_aan kentiaraaninas Pembelian sepeda motor - - 94% - -
Operasional bh s 2 = z g 2 -
PengadaanPerlengkapan .
18 GedungKantor Pmbelian AC Bh/unit 3 - - 3 - 100%- - -
P d lat d
19 efgacaan pera atameecung Pembelian almari arsip bh 3 - 3 - 88,63% - -
kantor - -
Pengadaan perlengkapan kantar Pembelian rangka besi tempat spanduk,
30| T RAAT penenERoe i 5 PAtspaNAUt | set/bh . . - 2 - . 2 | - - 96,82%
P::;:f::';;;i?;i:ara:n:;n Pembelian meteran dorong,tulisan 6 6 98 50%
2| P ! berjalan,AC,Almari dapur,Almari Es set )
tangga
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